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BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penyertaan modal

yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pertumbuhan aktiva,

efisiensi dan kinerja keuangan BUMD di Provinsi DIY, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1.

Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan aktiva BUMD/perusahaan daerah di
Provinsi DIY. Penyertaan modal yang diberikan belum mampu
meningkatkan pertumbuhan aktiva BUMD/perusahaan daerah di
Provinsi DIY.

Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak
berpengaruh terhadap efisiensi BUMD di Provinsi DIY. Keberadaan
Penyertaan modal belum mampu menciptakan efisiensi pada
BUMD/perusahaan daerah di Provinsi DIY.

Penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah berpengaruh
negatif terhadap kinerja keuangan BUMD di Provinsi DIY. Dengan
adanya penyertaan modal yang diberikan, justru Kinerja keuangan

mengalami penurunan.
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Ketercapaian Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yakni menguji
kembali model riset yang dilakukan oleh Sudarno, dkk (2010) dengan obyek
yang berbeda pada BUMD di Provinsi DIY, penulis menemukan beberapa
hasil yang sama. Untuk pengaruh penyertaan modal terhadap pertumbuhan
aktiva dan kinerja keuangan, penulis menemukan bahwa penyertaan modal
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aktiva dan kinerja keuangan.
Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarno, dkk
(2010) yang menemukan bahwa terdapatnya hubungan negatif antara
penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap
pertumbuhan aktiva dan kinerja keuangan BUMD di Provinsi Riau.
Sedangkan untuk pengaruh penyertaan modal terhadap efisiensi, penulis
menemukan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sudarno, dkk (2010) di Provinsi Riau dimana belum terdapatnya pengaruh
yang signifikan antara penyertaan modal yang diberikan terhadap efisiensi
pada BUMD di Provinsi DIY, dan penyertaan modal tidak signifikan

terhadap efisiensi.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan keterbatasan
dalam hal teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah pengumpulan data di basis data. Sehingga
dalam melakukan analisis data dan pengambilan keputusan didasarkan pada

data yang terkumpul di basis data. Bagi penulis teknik ini sudah cukup
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memadai dan lengkap dalam memperoleh data penelitian. Namun, akan
lebih baik apabila teknik pengumpulan data dilengkapi dengan teknik
wawancara sehingga lebih mempermudah dalam memperoleh informasi

tambahan.

Saran

Setelah melakukan penelitiaan ini, saran yang dapat diberikan oleh
penulis adalah sebagai berikut :
1. Untuk penelitian selanjutnya :
Penelitian  berikutnya dapat mempergunakan seluruh  teknik
pengumpulan data yang ada. Selain pengumpulan data di basis data,
teknik wawancara dan kuesioner dapat dipergunakan sehingga lebih

mempermudah dalam proses pengumpulan data penelitian.

2. Penerapan pada BUMD di Provinsi DIY :

Dalam hal pemberian penyertaan modal dari pemerintah daerah,

pihak BUMD perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
= Bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah
selaku pemilik (pemegang saham), harus dipahami sebagai modal
yang tidak berasal dari pinjaman (zero debt). Sehingga, tidak
menjadi beban bagi BUMD dalam hal pengembalian tetapi dapat
dipergunakan untuk tujuan peningkatan pertumbuhan aktiva yang

lebih baik.
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= Dalam hal peningkatan pertumbuhan aktiva, BUMD harus lebih
berfokus pada investasi-investasi yang produktif. Dengan melakukan
investasi yang produktif, maka akan memperoleh pengembalian
yang produktif dan efektif bagi BUMD itu sendiri.

= Dalam hal penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah
terhadap efisiensi, BUMD perlu melakukan penghematan biaya
(efisien), mengurangi biaya operasional maupun non operasional
serta lebih meningkatkan jumlah pendapataan perusahaan.

= Dalam hal peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik, pihak
BUMD perlu melakukan perampingan organisasi, optimalisasi
bidang bisnis, peningkatan aktiva produktif, serta mengurangi

inefisiensi.
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